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Skripsi ini membahas mengenai pengaturan dan penerapan Judicial Pardon dalam sistem peradilan pidana di
Indonesia dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP 2023). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
penelitian doktrinal yang menggunakan tipologi Funtional Comparative Legal dengan fokus Perbandingan
Substantif yang berfokus pada perbandingan isi atau substansi dari norma-norma hukum yang ada dari
berbagai negara dengan membandingkan pengaturan, mekanisme, dan penerapan dari judicial pardon dari
berbagai negarayang mengatur mengenai judicial pardon, antaralain Belanda, Y unani, Portugal,
Uzbekistan, Perancis, Greenland, dan Somalia, untuk menyusun rekomendasi rencana pembaharuan hukum.
Pada skripsi ini, pembahasan akan dibagi menjadi tiga. Pertama, pembahasan mengenai kualifikas tindak
pidanayang dapat diberikan judicia pardon dengan mengalisis hukum positif di Indonesia dan melakukan
perbandingan dengan beberapa negara yang mengatur mengenai judicial pardon dalam hukum positifnya.
Kedua, pembahasan mengenai penerapan judicial pardon dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dengan
menganalisis peraturan hukum pidanaformil dan praktiknya dalam peradilan di Indonesia serta melakukan
perbandingan dengan beberapa negara yang menerapkan judicial pardon. Ketiga, menganalisis pengaturan
dan penerapan judicia pardon yang tepat apabila hendak diterapkan dalam sistem peradilan pidana di
Indonesia. Penelitian ini mengemukakan bahwa kualifikasi tindak pidana terhadap pemberian judicial
pardon diperlukan yang meliputi ringannya perbuatan mengacu pada ketentuan tindak pidanaringan atau
dampak dari perbuatannya ringan, keadaan pribadi yang mengacu pada umur dan riwayat hidup pelaku, dan
keadaan pada waktu dilakukannyatindak pidana dan setelahnya mengacu pada dampak tindak pidana
terhadap korban dan terdakwa serta upaya pemulihannya. Lebih lanjut, perlu diatur mengenai mekanisme
penjatuhan judicial pardon dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang melipuiti
bentuk putusan terhadap pemberian judicial pardon yang diatur sebagai putusan khusus dan upaya hukum
terhadap putusan judicial pardon berupa upaya hukum kasasi.

...... Thisthesis discusses the regulation and application of Judicial Pardon in the criminal justice systemin
Indonesiawith the legal basis of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (Criminal Code
2023). The research method used in writing this thesisis doctrinal research that uses Functional
Comparative Legal typology with afocus on Substantive Comparison which focuses on comparing the
content or substance of existing legal norms from various countries by comparing the regulation,
mechanism, and application of judicial pardon from various countries that regulate judicial pardon,
including the Netherlands, Greece, Portugal, Uzbekistan, France, Greenland, and Somalia, to develop
recommendations for legal reform plans. In thisthesis, the discussion will be divided into three. First, a
discussion of the qualifications of criminal offenses that can be granted judicial pardon by analyzing positive
law in Indonesia and making comparisons with several countries that regulate judicial pardon in their
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positive laws. Second, it discusses the application of judicial pardon in the criminal justice system in
Indonesia by analyzing formal criminal law regulations and practices in the Indonesian judiciary as well as
making comparisons with several countries that apply judicial pardon. Third, to analyze the appropriate
regulation and application of judicial pardon in Indonesia’s criminal justice system. This research argues that
the qualifications of criminal offenses for the granting of judicial pardon are needed, which include the
seriousness of the act referring to the provisions of minor crimes or the impact of minor acts, personal
circumstances referring to the age and life history of the offender, and the circumstances at the time of the
crime and afterwards referring to the impact of criminal acts on victims and defendants as well as efforts to
recover. Furthermore, it is necessary to regulate the mechanism of judicial pardon in the Criminal Procedure
Code (KUHAP) which includes the form of verdict on the granting of judicial pardon which isregulated as a
special verdict and legal remedies against judicial pardon decisionsin the form of cassation legal remedies.



